
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 88 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 42    
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  

BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PEGAWAI  TIDAK TETAP DI  LINGKUNGAN   
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam penyusunan Standar Satuan 

Harga, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan 
tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perjalanan  
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perjalanan  Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6396); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 

157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 269); 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SUKOHARJO. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 269) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 9 
 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 

(tiga) tingkat, yaitu : 

a. tingkat  A untuk Bupati dan Ketua DPRD; 

b. tingkat B untuk Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, 
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dan Pejabat 

lainnya yang disetarakan; 

c. tingkat C untuk Pejabat Administrator (Eselon III), 

Pejabat Pengawas (Eselon IV), PNS Golongan III, 
PNS Golongan II dan I. 

(2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas adalah 

sebagai berikut : 

a. Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan 
perjalanan dinas pejabat eselon II; 

b. Pegawai BUMD, Kepala Desa/Tokoh 
Masyarakat/Masyarakat disetarakan dengan 

perjalanan dinas PNS Golongan III; 

c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 
disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan 

golongannya; 

d. Pegawai Tidak Tetap ditentukan oleh PA sesuai 
dengan tingkat pendidikan,/kepatutan/tugas yang 

bersangkutan.  

(3) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat 

biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan 

merupakan batas tertinggi; 

b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan 

Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport yang 
digunakan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya 

Riil; 

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan 
merupakan batas tertinggi; 

e. sewa kendaraan dalam kota hanya diperuntukan 
Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan sesuai dengan 

Biaya Riil; dan 
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f. biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk 
yang berhubungan dengan pengruktian/ 

pengurusan jenazah dibayarkan sesuai Biaya Riil. 

 

 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 10 
 

(1) Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati tentang  Standar Satuan Harga. 

(2) Jumlah Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman 
penyusunan DPA-SKPD dan sebagai dasar 

perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayar 
kepada Pelaksana SPPD. 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut 

Pasal 11 
 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 

seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan Biaya Perjalanan 
Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia 

penyelenggara. 

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk 

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia 
penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana 
SPPD. 

(3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan 
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas 
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar 
dan sejenisnya. 

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara 

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan 
rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana 

SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang 
sama. 

(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih 
tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang 

Standar Satuan Harga, maka pelaksana SPPD 
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah 

pada hotel/penginapan dimaksud. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita  Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

  Ditetapkan di Sukoharjo 

  pada tanggal 31 Desember 2019 

  BUPATI  SUKOHARJO, 

           ttd 

   

WARDOYO WIJAYA 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 31 Desember 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd 

 

AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2019 NOMOR 89 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 

 

 

 

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA 

NO  PEJABAT, 
ESELON, 

PANGKAT/ 
GOLONGAN 

TINGKAT 
BIAYA 

PERJALANAN 
DINAS 

MODA TRANSPORTASI 

PESAWAT 
UDARA 

KAPAL 
LAUT 

KERETA 
API/BUS 

LAINNYA 

1. Bupati/Ketua 
DPRD 

A Bisnis VIP / 
Kelas IA 

Spesial / 
Eksekutif 

Sesuai 
kenyataan 

2. Wakil Bupati/ 
Wakil Ketua DPRD 

B Bisnis Kelas IA Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

3. Sekretaris Daerah/ 

Anggota DPRD 

B Bisnis Kelas IA Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

4. Eselon II/yang 
disetarakan 

B Ekonomi Kelas IB Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

5. Eselon III/ 
Golongan IV 

C Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

6. Eselon IV/V/ 
Golongan III 

C Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

7. Golongan II dan 
Golongan I 

C Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Sesuai 
kenyataan 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 88 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2014 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SUKOHARJO 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
 

 
WARDOYO WIJAYA 


